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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Hubungan antara dokter dan pasien bersifat 
“inspanningverbintenis”, dimana dokter dan pasien merupakan subyek hukum 
yang mempunyai kewajiban dan hak sederajat. Salah satu bentuk nyata hubungan 
tersebut adalah informed consent yang dilakukan sebelum dokter melakukan 
pelayanan medis berupa penjelasan dan persetujuan tindakan medis. Semua 
pelayanan medis didahului dengan informed consent, tidak terkecuali pelayanan 
Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK). 
 
Tujuan: Mengetahui pelaksanaan informed consent pada pelayanan AKBK di 
Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. 
 
Metode: Penelitian ini jenis penelitian deskriptif yang menggunakan metode 
surveillans dengan sampel informed consent yang terdapat pada catatan medis 
AKBK di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 
1 Januari – 31 Desember 2013 lalu dilakukan pendataan dan ditampilkan dalam 
bentuk diagram dan tabel. 
 
Hasil: Penelitian mengenai informed consent pada pelayanan AKBK ini dari segi 
penjelasan yang diberikan didapatkan hasil 100% kurang lengkap; tujuan tindakan 
kedokteran yang dilakukan didapatkan hasil 100% lengkap; alternatif tindakan 
didapatkan hasil 56% lengkap, 44% tidak ada; risiko dan komplikasi yang 
mungkin terjadi didapatkan hasil 100% lengkap; prognosis terhadap tindakan 
yang dilakukan didapatkan hasil 100% kurang lengkap; perkiraan pembiayaan 
didapatkan hasil 100% tidak ada. Bentuk persetujuan pada pelayanan AKBK 
100% dilakukan secara tertulis dan 100% ditandatangani oleh pemberi persetujuan 
dan pemberi informasi/ penerima persetujuan. 
 
Kesimpulan: Penjelasan pada pelayanan AKBK sudah dilakukan cukup lengkap 
namun ada beberapa yang kurang lengkap dan tidak dijelaskan. Persetujuan pada 
pelayanan AKBK dilakukan dalam bentuk tertulis dan atas persetujuan dari dua 
pihak. 
 
Kata Kunci: informed consent, AKBK, Puskesmas Waru, penjelasan, persetujuan. 
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ABSTRACT 
 
Background: The relationship between doctor and patient is  
“inspanningverbintenis”, in which they were the subjects of law who had equal 
rights and obligations. One of the real implementation of that relationship is 
informed consent. Informed consent was done before doctor gave the medical 
service in forms of explanation and agreement on medical treatments. Every 
medical service must started with informed consent as well as on the service of 
contraceptive implant. 
 
Aim: To knowing the implementation of informed consent on the service of 
contraceptive implant in Puskesmas Waru, Pamekasan Regency, East Java 
Province. 
 
Method:  This research was descriptive research that used surveillance method 
with informed consent as samples obtained from the medical record of 
contraceptive implant in Puskesmas Waru, Pamekasan Regency, East Java 
Province during 1 January - 31 December 2013 period. The data collection was 
then conducted and shown in the forms of diagram and table. 
 
Results:  Based on the given explanation for the research on informed consent of 
contraceptive implant service, the result showed that 100% of diagnosis and 
procedure were less complete; the purposes of medical actions were 100% 
complete; 56% of alternative treatments were complete and 44% of them did not 
exist;  possible risks and complications were 100% complete; 100% of treatment 
prognosises were less complete; 100% of funding prediction did not exist. The 
agreement on the contraceptive implant service was 100% fully conducted in 
written form and 100% of them was signed by the approvers and informants/ 
those who accept agreement. 
 
Conclusion: The explanation on contraceptive implant service has been done 
fairly complete, but there were some things less complete and not explained. The 
agreement on the contraceptive implant service was done in written form and was 
made by the agreement between two parties. 
 
Keywords: informed consent, contraceptive implant, Puskesmas Waru, 
explanation, agreement. 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Profesi dokter merupakan profesi yang mempunyai tujuan mulia bagi masyarakat, 
karena tujuan dasar ilmu kedokteran adalah meringankan sakit, penderitaan fisik, 
psikis, dan sosial pada pasien dan masyarakat. Serta mempertahankan kehidupan 
insani tanpa memperpanjang proses mati. Sedangkan prinsip dasar etik kedokteran 
yaitu primum non necere (yang terpenting adalah tidak merugikan sosial maupun 
ekonomi).
1 
Di dalam pelayanan kedokteran, terdapat dua pihak yang saling 
berhubungan, yaitu dokter dan pasien. Jika tidak tercipta hubungan antara dokter 
dengan pasien, maka tidak akan terjadi suatu pelayanan kedokteran. Dokter akan 
berupaya untuk mencapai tujuan dasar dari ilmu kedokteran yang akan diterapkan 
pada pasien dengan prinsip primum non nocere. 
 
Hubungan yang terjadi antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kedokteran 
bisa saja terjadi suatu masalah, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan harapan 
atau yang merugikan. Oleh sebab itu, maka timbul hubungan hukum antara dokter 
dengan pasien. Hubungan ini telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), 
dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang 
membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena 
didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan 
transaksi terapeutik.
2
 Hubungan hukum antara dokter dan pasien ini berawal dari 
hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak 
dari prinsip “father knows best” yang melahirkan hubungan yang bersifat 
paternalistik. 
3 
Hubungan hukum timbul ketika pasien pergi ke dokter karena 
adanya keluhan yang dianggap membahayakan kesehatannya. Dalam hubungan 
ini kedudukan dokter dengan pasien tidak sederajat, kedudukan dokter dianggap 
lebih tinggi karena mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 
penyakit dan penyembuhannya. Sedangkan pasien tidak mengerti apapun dan 
menyerahkan tindakan sepenuhnya kepada dokter.
4 
 
Pola hubungan dokter dan pasien seperti tadi banyak dampak negatifnya apabila 
tindakan dokter yang berupa langkah-langkah dalam mengupayakan 
penyembuhan pasien itu merupakan tindakan dokter yang membatasi otonomi 
pasien. Pada akhirnya hubungan yang menempatkan kedudukan dokter lebih 
tinggi tadi bergeser pada pola horizontal kontraktual yang bersifat 
“inspanningverbintenis”, dimana dokter dan pasien merupakan subyek hukum 
yang mempunyai kewajiban dan hak yang sederajat.
5 
Hubungan ini tidak 
menjanjikan kesembuhan, karena obyek dari hubungan hukum ini adalah upaya 
dokter berdasar atas kompetensi dan kewenangan dokter untuk menyembuhkan 
pasien. 
 
Salah satu hal yang sangat penting sebelum melakukan pelayanan kedokteran/ 
pelayanan kesehatan bagi pasien yaitu informed consent/ persetujuan tindakan 
medis/ persetujuan tindakan kedokteran. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989, persetujuan tindakan medis adalah persetujuan 
yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan 
medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.
6 
Sedangkan menurut 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
290/Menkes/Per/III/2008, persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan 
yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah penjelasan secara 
lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan 
terhadap pasien.
7 
Dimana informed consent memberikan perlindungan kepada 
pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara 
medis tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan 
pasiennya serta memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu 
kegagalan dan bersifat negatif, dan pada setiap tindakan medis melekat suatu 
resiko. Menurut Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran yang diterbitkan oleh 
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), suatu persetujuan dianggap sah apabila 
pasien telah diberi penjelasan/ informasi, pasien atau yang sah mewakilinya dalam 
keadaan cakap (kompeten) untuk memberikan keputusan/ persetujuan, dan 
persetujuan harus diberikan secara sukarela.
8 
 
  
Indonesia merupakan negara terbesar pemakai Norplant. Susuk KB telah 
diperkenalkan di Indonesia sejak 1982 dan diterima bagus oleh masyarakat 
Indonesia. Pada tahun 1982 telah dipasang norplant di 11 rumah sakit sebanyak 
10.000. Tahun 1987 telah ditingkatkan tempat pemasangan susuk KB dengan 
program extended field trial dengan jumlah 30.000 wanita. Pemasangan norplant 
makin lama makin meningkat dengan alasan pemasangan sederhana, pemakaian 
selama lima tahun, dan komplikasi tidak terlalu tinggi.
9
 
 
Pemasangan dan pencabutan AKBK memperlukan tindakan bedah yang bisa saja 
menimbulkan efek samping atau masalah yang terduga maupun tidak terduga, 
oleh sebabnya sebelum tindakan dilakukan, diharuskan untuk memberi 
penjelasan/ informasi akan tindakan yang dilakukan kepada pasien atau yang sah 
mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten), dan disertai adanya persetujuan 
tertulis atas tindakan yang diberikan. Informed consent pada pelayanan ini harus 
dilakukan agar pasien mengerti akan apa yang dilakukan tenaga kesehatan 
terhadap dirinya. Informed consent bermanfaat untuk menjamin hak bagi pasien 
maupun dokter/ tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan AKBK. Informed 
consent akan dicatat dan dimasukkan dalam rekam medik. Selain menghargai hak 
pasien dan dokter/ tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan, informed consent 
juga berfungsi sebagai alat bukti hukum sebagai perlindungan hukum bagi pasien 
dan dokter/ tenaga kesehatan jika suatu saat terjadi kejadian yang tidak 
diinginkan. 
 
METODE 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu cara pengumpulan data 
dengan meneliti apa yang terjangkau oleh panca indera. Jenis penelitian yang 
telah digunakan adalah metode surveillans yaitu penelitian dengan melakukan 
pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar 
jumlahnya. Survei bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel.  
 
Pada penelitian ini didapatkan 75 sampel rekam medis yang terdapat informed 
consent pelayanan AKBK di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi 
Jawa Timur periode 1 Januari – 31 Desember 2013. Peneliti mengisi checklist 
surveilans terhadap rekam medis yang terdapat informed consent yang berisi 
penjelasan dalam pelayanan AKBK dan bentuk persetujuan tindakan AKBK lalu 
lalu diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram kemudian dilakukan 
pendeskripsian. 
 
HASIL 
Analisis Sampel 
Sampel penelitian sebanyak 75 diambil dengan metode checklist surveilans 
dengan diperolehnya data pada periode 1 Januari - 31 Desember 2013 di 
Pusekmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. 
 
Analisis Deskriptif 
Diagnosis dan Tata Cara Tindakan 
Tabel 1. Sampel Diagnosis dan Tata Cara Tindakan 
 Penilaian  Sampel 
Jumlah % 
Lengkap 0 0 
Kurang Lengkap 75 100 
Tidak Ada 0 0 
Jumlah 75 100 
Tujuan Tindakan Kedokteran yang Dilakukan 
Tabel 2.Sampel Tujuan Tindakan Kedokteran yang Dilakukan 
 Penilaian  Sampel 
Jumlah % 
Lengkap 75 100 
Kurang Lengkap 0 0 
Tidak Ada 0 0 
Jumlah 75 100 
 
Alternatif Tindakan Lain 
Tabel 3. Sampel Alternatif Tindakan Lain 
 Penilaian  Sampel 
Jumlah % 
Lengkap 42 56 
Kurang Lengkap 0 0 
Tidak Ada 33 44 
Jumlah 75 100 
Risiko dan Komplikasi yang Mungkin Terjadi 
Tabel 4. Sampel Risiko dan Komplikasi yang Mungkin Terjadi 
 Penilaian  Sampel 
Jumlah % 
Lengkap 75 100 
Kurang Lengkap 0 0 
Tidak Ada 0 0 
Jumlah 75 100 
Prognosis Terhadap Tindakan yang Dilakukan 
Tabel 5. Sampel Prognosis Terhadap Tindakan yang Dilakukan 
 Penilaian  Sampel 
Jumlah % 
Lengkap 0 0 
Kurang Lengkap 75 100 
Tidak Ada 0 0 
Jumlah 75 100 
Perkiraan Pembiayaan 
Tabel 6. Sampel Perkiraan Pembiayaan 
 Penilaian  Sampel 
Jumlah % 
Lengkap 0 0 
Kurang Lengkap 0 0 
Tidak Ada 75 100 
Jumlah 75 100 
Bentuk Persetujuan 
Tabel 7. Sampel Bentuk Persetujuan 
 Penilaian  Sampel 
Jumlah % 
Ya 75 100 
Tidak 0 0 
Jumlah 75 100 
Pemberi Persetujuan 
Tabel 8. Sampel Pemberi Persetujuan 
 Penilaian  Sampel 
Jumlah % 
Ya 75 100 
Tidak 0 0 
Jumlah 75 100 
Pemberi Informasi dan Penerima Persetujuan   
Tabel 9. Sampel Pemberi Informasi dan Penerima Persetujuan 
 Penilaian  Sampel 
Jumlah % 
Ya 75 100 
Tidak 0 0 
Jumlah 75 100 
 
PEMBAHASAN 
Penjelasan AKBK 
1. Diagnosis dan Tata Cara Tindakan Kedokteran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa 100% yang kurang 
lengkap. Penilaian tersebut berdasar pada kartu status peserta KB yang terdapat 
profil diri peserta KB yang mencakup: nama istri, nama suami, alamat, umur istri, 
pendidikan suami/istri, pekerjaan suami/ istri, status peserta KB, cara KB terakhir, 
jumlah anak hidup, jumlah anak lahir hidup kemudian meninggal; dan terdapat 
juga skrining untuk menentukan alat kontrasepsi yang dapat digunakan calon 
peserta KB, yang mencakup: keadaan umum, tekanan darah, hamil/ tersangka 
hamil, tanggal haid terakhir, berat badan, serta keadaan calon peserta KB pada 
saat ini. Skrining untuk menentukan alat kontrasepsi yang dapat digunakan calon 
peserta KB merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjadi kontraindikasi 
dengan alat kontrasepsi yang akan digunakan oleh peserta KB. 
Namun dari semua sampel yang ada, tidak terdapat sama sekali penjelasan tata 
cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami selama dan sesudah tindakan 
2. Tujuan Tindakan Kedokteran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa 100% sampel 
memenuhi syarat lengkap yang didasarkan pada tanggal pelayanan dan tanggal 
pelepasan AKBK. Hal tersebut menyiratkan bahwa tujuan dari pemasangan 
AKBK yaitu untuk mencegah terjadinya kehamilan selama kurun waktu tiga 
tahun. Tujuan tindakan dari pemasangan AKBK tersebut memang sangat penting 
dijelaskan kepada pasien agar waktu pelepasan AKBK tepat waktu, dan jikalau 
ingin mencegah kehamilan lagi tidak sampai terjadi kehamilan karena 
ketidaktahuan mengenai masa kerja kontrasepsinya selama tiga tahun. 
3. Alternatif Tindakan Lain 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa 56% sampel 
memenuhi syarat lengkap dan 44% sisanya tidak terdapat alternatif kontrasepsi 
yang lain. Pada kartu status peserta KB, ada beberapa pilihan kontrasepsi yang 
seharusnya diisi dengan melingkari alat kontrasepsi yang diperbolehkan atau 
mencoret alat kontrasepsi yang tidak diperbolehkan, beberapa pilihan kontrasepsi 
yang tertera antara lain: pil kombinasi, pil mini, IUD, implant, suntikan, kondom, 
obat vaginal. 
4. Risiko dan Komplikasi yang Mungkin Terjadi 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa 100% sampel 
memenuhi syarat lengkap. Hal tersebut berdasar pada adanya efek samping dan 
komplikasi yang telah dicatat lengkap di kartu status peserta KB. Efek samping 
dan komplikasi sangat penting dijelaskan sebelum peserta KB menyetujui 
tindakan agar peserta KB terlebih dahulu mengerti jika nanti mengalami efek 
samping maupun komplikasi tertentu, dan dokter/ bidan yang melakukan 
pelayanan seeloknya memberikan pengetahuan bagaimana cara menangani jika 
sampai terjadi efek samping atau komplikasi. 
5. Prognosis Terhadap Tindakan yang Dilakukan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa 100% sampel 
kurang lengkap, karena pada kartu status peserta KB hanya menyantumkan jadwal 
kunjungan ulang untuk kontrol, yang penting untuk memantau prognosis setelah 
dilakukannya tindakan, namun tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana 
prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan, serta 
prognosis tentang fungsi dan kembalinya kesuburan setelah masa kerja AKBK 
habis. 
6. Perkiraan Pembiayaan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa 100% sampel 
tidak menyertakan biaya dari pelayanan AKBK dan asal sumber biaya yang 
digunakan. 
 
Persetujuan AKBK 
Berdasar penelitian yang telah dilakukan, bentuk persetujuan pada pelayanan 
AKBK di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 
1 Januari - 31 Desember 2013 didapatkan 100% sampel dalam bentuk tertulis 
yang sesuai dengan Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang 
Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 3 dan UU No.29 Tahun 2004 Tentang 
Praktik Kedokteran Pasal 45 yang menyatakan setiap tindakan kedokteran yang 
mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan secara tertulis yang 
ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Dua pihak yang berhak 
memberi persetujuan pelayanan AKBK pada penelitian yang telah dilakukan juga 
menunjukkan 100% sampel telah ditandatangani oleh dokter/ bidan yang memberi 
penjelasan sekaligus menerima persetujuan dan oleh peserta KB/ suami peserta 
KB, jadi artinya pelayanan AKBK oleh dokter/ bidan dilakukan dengan 
sepengetahuan dan atas persetujuan dari peserta KB/ suami peserta KB. 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjelasan pada pelayanan 
AKBK di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan periode 1 Januari – 31 
Desember 2013 sudah dilakukan dengan cukup lengkap namun ada beberapa yang 
kurang lengkap dan tidak dijelaskan, sedangkan persetujuan pada pelayanan 
AKBK di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan periode 1 Januari – 31 
Desember 2013 sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Permenkes dan 
Undang-Undang yang ada. 
 
Saran 
Bagi Instansi Terkait 
Beberapa yang perlu dilengkapi  yakni mengenai diagnosis dan tata cara tindakan, 
alternatif tindakan lain, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, serta 
perkiraan pembiayaan. Unsur-unsur tersebut perlu dilengkapi guna memberikan 
informasi  kepada klien/ calon peserta KB sebelum memberikan persetujuan 
tindakan AKBK. 
Bagi Penelitian 
Perlu dilakukan penelitian selanjutnya mengenai informed consent pada pelayanan 
AKBK dengan menggunakan data primer agar mengetahui secara langsung 
bagaimana pelaksanaan informed consent pada pelayanan AKBK 
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